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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan suatu dokumen
evaluasi dalam melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dalam rangka mencapai kinerja sektor
peternakan yang setinggi-tingginya di Provinsi Lampung. Laporan ini juga disusun
sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

LKj ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2022, baik keberhasilan yang diraih
maupun kekurangan yang perlu perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan
kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022. Validitas dan reliabilitas data
maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan LKj ini. Selain itu,
komitmen pimpinan dan seluruh pegawai juga sangat menentukan dalam menghasilkan LKj
yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. LKj ini diharapkan dapat menjadi
pemicu positif dalam meningkatkan kinerja secara komprehensif, sehingga dapat
mempercepat terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tahun 2019-2024, khususnya terkait dengan ketersediaan pangan. Untuk melaksanakan
kegiatan pembangunan peternakan tahun 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung memperoleh alokasi pagu APBD sebesar Rp.37.382.057.473 yang
dialokasikan untuk membiayai 6 program, 19 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Realisasi
penyerapan sampai 31 Desember 2022 mencapai Rp 36.005.340.083 (96,32 %).

Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan pada
periode ini adalah Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak yang diukur dengan 3 (tiga)
Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu (1) Jumlah populasi ternak (sapi potong, kambing, ayam
ras pedaging, dan ayam ras petelur (ekor)), (2) Jumlah produksi daging (ton) dan (3) Jumlah
produksi telur (ton). Secara umum sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dapat
dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan capaian
sebagai berikut :

1. Indikator pertama yaitu jumlah populasi ternak sapi, kambing, ayam pedaging dan ayam
petelur berturut turut adalah 916.458 ekor (100,8%), 1.623.358 ekor (101,1%),
91.688.088 ekor (106,3%) dan 14.257.053 ekor (106,7 %) termasuk dalam kategori
kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST).

2. Indikator kedua yaitu jumlah produksi daging dengan capaian kinerja sebesar134.319
Ton (118,9%), termasuk dalam kategori kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST).

3. Indikator ketiga yaitu jumlah produksi telur dengan capaian kinerja sebesar 209.723
Ton (105,3 %)dapat disimpulkan masuk kategori kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST).
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya
sehingga penyusunan LAPORAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap
pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sekaligus
dalam rangka terwujudnya aparatur yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan fasilitasi mulai dari
tahap perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan
laporan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan
aparatur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di masa

yang akan datang.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Sub Sektor Peternakan merupakan salah satu subsektor yang memiliki
peluang besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di
Provinsi Lampung. Posisi geografis Provinsi Lampung dan potensi sumber
daya alam untuk pengembangan peternakan sangat mendukung Provinsi
Lampung berkembang menjadi salah satu lumbung ternak nasional. Peran
strategis sebagai lumbung ternak nasional tersebut telah dimulai sejak tahun
1990 terutama untuk komoditas ternak ruminansia (sapi dan kambing) dan

ternak unggas (ayam broiler dan petelur).

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung
sampai saat ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap
pembangunan daerah. Peranan tersebut terlihat dari penyediaan
kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
peternak, peningkatan populasi ternak, peningkatan PDRB, serta
peningkatan konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) dalam
rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Kontribusi tersebut terjadi baik di
segmen hulu, on-farm, maupun pada proses hilir. Ternak dapat dikelompokkan
menjadi ternak ruminansia besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak
ruminansia kecil (kambing, domba dan babi), unggas (ayam buras, ayam petelur,

ayam pedaging, itik dan itik manila), serta aneka ternak (kelinci, puyuh dan merpati).

Berdasarkan sebaran kepadatan populasi ternak, terdapat 3 kabupaten
yang merupakan sentra ternak, pertama yaitu Lampung Tengah merupakan
kabupaten dengan populasi terbanyak bagi ternak sebagai berikut: sapi
potong (40,69% dari total populasi), sapi eks impor (68,56% dari total
populasi), sapi perah (87,72% dari total populasi) dan babi (38,12% dari total

populasi).



Kedua yaitu Lampung Selatan merupakan kabupaten yang memiliki
populasi terbanyak bagi ternak sebagai berikut: kerbau (25,43% dari total
populasi), kambing (23,43% dari total populasi), itik (27,78% dari total
populasi), ayam buras (27,21% dari total populasi), ayam petelur (30,09 dari
total populasi), dan ayam pedaging (35,37% dari total populasi). Kemudian
Pringsewu merupakan kabupaten dengan populasi terbanyak untuk ternak
domba (23,89% dari total populasi), kuda (26,99% dari total populasi), kelinci
(37,60% dari total populasi) dan puyuh (26,05% dari total populasi).

Potensi ternak yang berkembang dengan baik di Provinsi Lampung
sangat beragam. Sampai saat ini, jenis ternak yang dikembangkan adalah
sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras,
ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, kelinci, puyuh, merpati, dan itik
manila. Berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia (SDM, lahan,
pakan, dan sarana prasarana) maka masih sangat dimungkinkan upaya
peningkatan lebih pesat lagi terhadap populasi dan produktivitas ternak di

Provinsi Lampung.

1.2 Landasan Hukum Laporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun anggaran 2022 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerabh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);



6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2019 — 2024;

12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

13.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;

14.Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

15.Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2022,

16.Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung nomor 188/22.c/SK/V23/A3/2022 tanggal 17 Maret



2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun
2019-2024.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 59 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja
Perangkat Daerah Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan Provinsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi
dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pengaturan, perencanaan dan penetapan standard
operasional bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;

2. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan

hewan;

Pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak;

Pengawasan sarana peternakan dan kesehatan hewan;

Pembinaan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;

Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil peternakan

© N o g b~ w

Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dalam bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

9. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang peternakan dan
kesehatan hewan;

10.Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana peternakan dan kesehatan
hewan; dan

11.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia

yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung Tahun 2022

JUMLAH KUALIFIKASI PANGKAT/ JUMLAH PEJABAT (orang)
PEGAWAI PENDIDIKAN GOL STRUKTURAL FUNGSIONAL
CPNS: 0 S3: 0 IVid: 0 | Esslb=0
PNS: 130 S2: 43 Vic: 2 | Esslla=1 Umum: 50
PPK: 6 S1: 62 Vib: 4 | Esslb=0 Tertentu: 67
Honor daerah : 12 D4 : 0 V/a: 19 | Essllla = 4
PTHL : 28 D3: 8 l/d : 26 | Essllib= 4
D2: 0 l/c: 10 | EssIVa=10
D1: 1 /b : 27 | EsslVb=0
SLTA: 20 llfa: 28
SLTP: 2 liid : 12
SD: 1 liic: 5
/b : 1
Honor Daerah ll/a: 2
S1: 2 I/d : 0
D3: 1 lfc: 0
SMA : 9 /b 0
I/a 0

Sumber : Sub. Bagian Umum Kepegawaian 2022

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang peternakan dan
kesehatan hewan yang keberadaannya diatur berdasarkan Peraturan
Gubernur Lampung nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Susunan organisasi adalah sebagai
berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung Tahun 2022
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BAB Il. PERENCANAAN

2.1 Visi dan Misi dalam P-RPJMD dan Perubahan Renstra 2019-2024

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Lampung Tahun 2019 — 2024. Visi pembangunan jangka panjang menengah
daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan
Perubahan RPJMD Provinsi Lampung menjadi modal dasar Provinsi
Lampung menghadapi tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan
mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-
2025. Pada periode Perubahan Renstra tahun 2019-2024 Perangkat Daerah
(PD) mengikuti Visi Gubernur Lampung yang terdapat di dalam Perubahan
RPJMD Provinsi Lampung yaitu :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi

kondisi sebagai berikut :

- Kehidupan masyarakat yang aman

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya
dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenteram tanpa ada
gangguan dan tekanan dari pihak manapun, sert tanpa adanya konflik sosial
antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih
berbudaya, produktif dan berkembang. Pada posisi lain, kondisi daerah yang
aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan
menciptakan kesempatan kerja.

- Kehidupan masyarakat yang berbudaya
Adalah  kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam
mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang

baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan



produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi)
dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi

oleh pengaruh- pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.

- Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan
sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga
masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan

peluang, termasuk dalam persaingan global.

- Kehidupan yang sejahtera

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan
keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan
yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan,
papan, pendidikan dan kesehatan.

- Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan
mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui rencana
pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun
2005-2025 yaitu “LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi
Lampung tahun 2019-2024 dirumuskan enam misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan
damai.

2. Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan
pemerataan pelayanan publik.

3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan
anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan
konektivitas wilayah.

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan
wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan

bersama.



Pada tahun 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung, merupakan Organisasi Pemerintah Daerah tersendiri terpisah dari
Dinas Perkebunan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024
Provinsi Lampung yaitu :

“Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah

perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan”

Komitmen dalam melaksanakan misi 5 membangun kekuatan ekonomi
masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang
dengan wilayah perkotaan :

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas
tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan
kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran,
fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan
saprodi dan alsintan.

2. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan), sentra industri
kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata.

3. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang
produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa dan pariwisata) dengan
prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja
lokal dan ramah lingkungan.

4. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk
kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor dan
lembaga pemerintah (kementerian dan pemerintah provinsi lainnya)
dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja).

5. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi
dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses
permodalan, pemasaran dan program kemitraan dengan pihak lainnya.



2.2  Tujuan, Sasaran dan Indikator

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersaji pada matrik berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

Misi Tujuan Sasaran Indikator
Misi ke 5 : Membangun |Meningkatnya Meningkatnya | 1. Populasi ternak (ekor)
kekuatan ekonomi pertumbuhan sub [populasi dan -sapi potong
masyarakat berbasis [sektor peternakan |produksiternak - kambing
pertanian dan wilayah -ayam ras pedaging
perdesaan yang -ayam ras petelur
seimbang dengan 2. Produksi Daging sapi potong,
wilayah perkotaan kambing dan Ayam ras

pedaging (ton)
3. Produksi Telur (ton)

2.3 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung, maka pada tahun 2020 nomenklatur Perangkat Daerah Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung berubah menjadi Dinas
Perkebunan Provinsi Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung. Perubahan tersebut diikuti pula dengan perubahan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Lampung Tahun 2019 — 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama. Pada tahun 2022 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Tahun 2019 - 2024

SASARAN INDIKATOR PENJELASAN
SATUAN
STRATEGIS KINERJA FORMULASI ALASAN
Pt = Po+Bt+1t-(St+Dt+Et)
{Ket: Pt = populasi ternak pada akhir periode
waktu ke-t, Po = populasi awal (populasi akhir Peningkatan
periode waktu ke-t sebelumnya atau waktu t populasi ternak
Jumlah
— 1), Bt = kelahiran ternak periode waktu ke-t, dapat
Populasi Ekor
1t = ternak masuk dari suatu wilayah pada meningkatkan
Ternak
periode waktu ke-t, St = pemotongan ternak, produksi sektor
Dt = kematian ternak periode waktu ke-t, Et = peternakan
ternak keluar ke suatu wilayah pada periode
Meningkatnya waktu ke - t}
populasi dan PD = Ko x St
produksi ternak {Ket: PD = Produksi Daging, Ko = Berat Karkas
Jumlah
(dengan edible offal), St = jumlah
Produksi Ton Daging d
pemotongan ternak (tercatat + tidak tercatat) aging dan
Daging | bagai
pada tahun bersangkutan} telur sebagal
hasil produksi
PT=Ptxpxb utama sektor
Jumlah { ket: PT = Produksi Telur, Pt = populasi peternakan
Produksi Ton ternak, p = parameter Produksi Telur Unggas
Telur

(kg/ekor/tahun), b= % betina produktif}

Sumber: Perubahan Renstra 2019 — 2024

2.4

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Peternakan dan

Kesehatan hewan Provinsi Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen

Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Aksi tahun 2022, dokumen

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) tahun 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun

2022 dengan uraian sebagai berikut:
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Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung Tahun 2022

Meningkatnya 1. Populasi Ternak Ekor
populasi dan -sapi potong 909.557
produksi ternak - kambing 1.606.521
-ayam pedaging 86.291.694
-ayam petelur 13.367.142
2. Produksi daging Ton 113.006
3. Produksi telur Ton 199.108

Sumber: Perubahan Renstra 2019 - 2024
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BAB lll. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaporan kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi Gubernur Lampung serta tujuan dan sasaran Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Pelaporan Kinerja didasarkan
pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam perubahan RPJMD 2019-2024 dan
dalam Perubahan Renstra 2019-2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator
kinerja (out comes). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
berdiri tahun 2020, sebelumnya adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Lampun. Pada Renstra awal tahun 2020 ditetapkan 2 (dua) IKU yaitu Jumlah
Produksi Daging dan Produksi Telur. Pada Perubahan Renstra tahun 2021 menjadi 3
(tiga) IKU yaitu Jumlah Populasi Ternak (Ekor), Jumlah Produksi Daging (Ton) dan
Jumlah Produksi Telur (Ton). Jumlah populasi ternak ada 3 (tiga) jenis ternak dan

dalam Perubahan Renstra tahun 2022 menjadi 4 (empat) jenis ternak.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi
kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

e kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

e kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

e kinerja nyata dengan target akhir renstra.

e Kkinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya
ataupun dengan kinerja sektor swasta.

¢ Kkinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
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Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai
sampai dengan posisi Desember pada tahun 2022 dan membandingkan antara
target dan realisasi pada indikator sasaran sebanyak 1 sasaran dan 3 indikator
kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2022.

Sasaran pada indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung yaitu Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak.
Indikator sasaran yang terdiri dari Jumlah Populasi Ternak (Ekor), Jumlah Produksi
Daging (Ton) dan Jumlah Produksi Telur (Ton). Pada tahun 2022 secara
keseluruhan capaian kinerja jumlah populasi ternak, produksi daging dan produksi
telur mampu melampaui target (kategori sangat tinggi). Analisis pencapaian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran IKU 2022

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 | Populasi ternak (Ekor)
- sapi 909.577 916.458 100,8
- kambing 1.606.521 1.623.358 101,1
- ayam ras pedaging 86.291.694 | 91.688.088 106,3
- ayam ras petelur 13.367.142 | 14.257.053 106,7
2 | Jumlah Produksi Daging (Ton) 113.006 134.319 118,9
3 | Jumlah Produksi Telur (Ton) 199.108 209.723 105,3
Sumber: Verval Data 2023
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran IKU Populasi Ternak
Sasaran Meningkatnya populasi dan produksi ternak
IKU Populasi Ternak (sapi potong, kambing, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur)
Satuan Ekor
Tahun 2019 2020 2021 2022
Ternak Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
- sapi potong 883.085 904.076 | 102,4 909.557 916.458 | 100,8
- kambing - - - 1.606.521 1.623.358 | 101,1
- ayam pedaging 84.599.700 | 84.286.013 | 99,6 | 86.291.694 | 91.688.088 | 106,3
- ayam petelur 13.105.041 | 14.827.441 | 1131 | 13.367.142 | 14.257.053 | 1067
Jumlah 98.587.826 | 100.017.530 | 101,5 | 102.174.914 | 108.484.957 | 106,2

14



Sasaran Meningkatnya populasi dan produksi ternak
IKU Populasi Ternak (sapi potong, kambing, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur)
Satuan Ekor
Tahun 2024 Se-Sumatera \ Lampung %
Ternak Target Capaian Th 2021
sapi potong 964.971 94,9 3.601.544 251
kambing 1.712.744 94,8 4.507.407 35,7
ayam pedaging 89.777.878 102,1 585.041.768 144
ayam petelur 13.907.174 102,5 92.916.583 16,0
Jumlah 106.362.767 101,9 686.067.302 14,8

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022.

Sasaran Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak vyaitu dengan
menetapkan Jumlah Populasi Ternak sebagai IKU pertama yang diasumsikan dapat
meningkatkan produksi sektor peternakan. Indikator Jumlah Populasi Ternak
unggulan yaitu sapi potong, kambing, ayam pedaging dan ayam petelur. Realisasi
tahun 2022 populasi ternak sapi potong, kambing, ayam ras pedaging dan ayam ras
petelur berturut-turut adalah 916.458 ekor (100,8%), 1.623.358 ekor (101,1%),
91.688.088 ekor (106,3%) dan 14.257.053 ekor (106,7%) dibandingkan dengan
target yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga
capaian kinerjanya masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Populasi ternak mampu

mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan bila dibandingkan dengan populasi ternak tahun 2021,

maka populasi ternak tahun 2022 mengalami peningkatan 4,7 %. Apabila

dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD populasi ternak telah
melampaui target. Angka populasi ternak sudah melebihi target dikarenakan
pertumbuhan populasi penduduk di Provinsi Lampung meningkat sehingga
kebutuhan protein hewani juga meningkat. Pada tahun 2022 di pulau Sumatera
angka populasi ternak provinsi Lampung menyumbang sebesar 14,8 %. Di Sumatera
populasi sapi potong peringkat ke 2, kambing peringkat pertama, serta ayam
pedaging dan ayam petelur masing-masing peringkat ke-3. Provinsi Lampung selalu

masuk 10 besar secara nasional (Statistik Peternakan dan Keswan Kementan 2022).
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Tabel 3.3 Posisi Provinsi Lampung dalam Data Populasi Sapi Potong Nasional 2021

No Provinsi Ekor

1 | Jawa Timur 4.928.987
2 | Jawa Tengah 1.874.051
3 | Sulawesi Selatan 1.443.297
4 | Nusa Tenggara Barat 1.320.551
5 | Nusa Tenggara Timur 1.173.473
6 | Sumatera Utara 935.888
7 Lampung 904.076
8 | Bali 558.463
9 | Aceh 455.177
10 | Sulawesi Tengah 431.339

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022

Tabel 3.4 Posisi Provinsi Lampung dalam Data Populasi Kambing Nasional

tahun 2021

No Provinsi Ekor

1 | Jawa Tengah 3.790.059
2 | Jawa Timur 3.741.903
3 | Lampung 1.611.347
4 | Jawa Barat 1.409.000
5 | Nusa Tenggara Timur 956.374
6 | Sulawesi Selatan 819.451
7 | Nusa Tenggara Barat 711.450
8 | Sumatera Utara 665.699
9 | Aceh 649.962
10 | Banten 645.407

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022

Tabel 3.5 Posisi Provinsi Lampung dalam Data Populasi Ayam Ras Pedaging

Nasional tahun 2021

No Provinsi Ekor

1 | Jawa Barat 640.432.505
2 | Jawa Tengah 563.855.237
3 | Jawa Timur 393.387.641
4 Banten 170.608.732
5 Sumatera Utara 147.044.203
6 | Sumatera Selatan 99.833.249
7 | Sulawesi Selatan 92.909.385
8 Kalimantan Selatan 92.779.198
9 Lampung 84.286.013
10 | Riau 81.658.751

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022
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Tabel 3.6 Posisi Provinsi Lampung dalam Data Populasi Ayam Ras Petelur
Nasional tahun 2021

No Provinsi Ekor

1 | Jawa Timur 110.527.121
2 | Jawa Tengah 55.109.329
3 | Jawa Barat 49.568.435
4 Sumatera Utara 33.933.461
5 Sumatera Barat 22.717.087
6 Banten 17.606.273
7 Lampung 14.827.441
8 | Bali 14.347.850
9 | Sumatera Selatan 13.923.931
10 | Sulawesi Selatan 13.237.827

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022

Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran IKU Produksi Daging

Sasaran Meningkatnya populasi dan produksi ternak
IKU -2 Jumlah Produksi daging (sapi potong, kambing dan ayam ras pedaging)
Satuan Ton
2019 2020 2021 2022
Target | Realisasi | (%) | Target | Realisasi | (%) | Target | Realisasi | (%)
136.877 | 109.953 | 80 | 108.286 | 118.335 | 109 | 113.046 | 134.319 | 1189
Sasaran Meningkatnya populasi dan produksi ternak
KU Jumlah Produksi daging (sapi potong kambing dan ayam ras pedaging)
Satuan Ton
2024 Se-Sumatera | Lampung (%)
Target Capaian (%) Th 2021
117.585 114,2 760.812 | 15,6

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022.

Menetapkan Jumlah Produksi Daging sebagai IKU ke-2 karena daging
sebagai salah satu hasil produksi utama sektor peternakan. Produksi daging terdiri
atas daging sapi potong, kambing dan ayam ras pedaging. Realisasi tahun 2022
produksi daging sebesar 134.319 ton (118,9 %) melebihi target yang direncanakan
sehingga capaian kinerjanya masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Bila dibandingkan
dengan capaian tahun 2021, maka produksi daging mengalami peningkatan sebesar
9,9 % dan dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renstra telah mencapai
target. Tingkat Sumatera, Provinsi Lampung berada di posisi 3 untuk jumlah produksi
daging dan menyumbang sebesar 15,6%. Dalam statistik Kementan 2022 bahwa
pada angka tetap produksi daging tahun 2021 Provinsi Lampung mampu masuk
dalam 10 (sepuluh) Provinsi terbesar nasional. Hal ini dapat terjadi karena dalam
proses penghitungan data pengeluaran ternak ke luar provinsi lampung masuk ke
dalam struktur produksi daging yang sebelumnya belum dilakukan.
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Tabel 3.8 Posisi Provinsi Lampung dalam Data Produksi Daging (Sapi Potong,
kambing dan Ayam Ras Pedaging) Nasional tahun 2021

No Provinsi Ton

1 | Jawa Barat 786.788
2 | Jawa Tengah 699.228
3 | Jawa Timur 562.189
4 | Banten 208.342
5 | Sumatera Utara 176.779
6 | Sumatera Selatan 125.673
7 | Sulawesi Selatan 118.684
8 | Lampung 118.335
9 | Kalimantan Selatan 109.979
10 | Riau 99.728

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022

Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran IKU Produksi Telur

Sasaran Meningkatnya populasi dan produksi ternak
IKU Jumlah Produksi telur
Satuan Ton
2019 2020 2021 2022 *

- Target | Realisasi | (%) | Target | Realisasi | (%) | Target | Realisasi | (%)
- 157.304 | 193.271 | 122 | 195.204 | 197.993 | 101 | 199.108 | 209.723 | 105,3

Sasaran Meningkatnya populasi dan produksi ternak
IKU Jumlah Produksi telur
Satuan Ton
2024 Se-Sumatera | Lampung (%)
Target Capaian (%) Th 2021
207.152 101,2 1.240.729 | 16

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022

Menetapkan Meningkatnya Jumlah Produksi Telur sebagai IKU ke-3 karena
telur sebagai salah satu hasil produksi utama sektor peternakan. Produksi telur
adalah telur dari ternak ayam ras petelur. Realisasi tahun 2022 sebesar 209.723 ton
(105,3 %) dari target sebesar 199.108 ton yang direncanakan dalam Perubahan
Perjanjian Kinerja tahun 2022, capaian kinerjanya masuk kategori Sangat Tinggi
(ST). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, maka produksi telur naik
sebesar 4,3 %, dan dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renstra sudah
mencapai target. Di tingkat Sumatera, Provinsi Lampung menyumbang 16 % dan
berada di posisi 3 untuk jumlah produksi telur. Dalam statistik Kementan 2022 bahwa
pada tahun 2021 apabila dibandingkan secara nasional, Provinsi Lampung mampu
masuk dalam 10 (sepuluh) Provinsi terbesar dalam capaian jumlah produksi telur.

Terjadinya peningkatan capaian pada 2022 dikarenakan telur merupakan sumber
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protein dengan harga yang relatif terjangkau semua kalangan dan mudah didapat,
sehingga investasi / usaha telur ayam ras pedaging terus mengalami peningkatan

dan ditandai pula dengan produksi telur yang surplus di Provinsi Lampung.

Tabel 3.10 Posisi Provinsi Lampung dalam Data Produksi Telur Nasional

Tahun 2021

No Provinsi Ton

1 | Jawa Timur 1.475.886
2 | Jawa Tengah 735.883
3 | Jawa Barat 661.895
4 | Sumatera Utara 453.118
5 | Sumatera Barat 303.344
6 | Banten 235.099
7 | Lampung 197.993
8 | Bali 191.589
9 | Sumatera Selatan 185.928
10 | Sulawesi Selatan 176.766

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 2022

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kemampuan atau daya beli petani, indikator ini juga menunjukkan daya
tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang
dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP subsektor peternakan di Provinsi
Lampung pada tahun 2021 sebesar 102,40 meningkat 2,86% dibandingkan
tahun sebelumnya (99,54). Nilai NTP subsektor peternakan di Provinsi Lampung
pada tahun 2021 lebih besar dari NTP Peternakan Nasional (99,21). NTP
subsektor peternakan Lampung yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama
ditingkat nasional menunjukkan peternak di Provinsi Lampung memiliki
kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan kesejahteraan peternak secara

nasional.

Pergerakan NTP mengidentifikasikan pergerakan tingkat kesejahteraan
petani. Dalam periode bulan Januari-Juli 2021, perkembangan NTP subsektor
peternakan di Provinsi Lampung menunjukkan tren meningkat dengan laju
peningkatan 0,81%/bulan. Peningkatan ini mempresentasikan laju peningkatan
harga yang diterima (HT) peternak lebih tinggi dibandingkan laju harga yang
dibayar peternak (HB). Pada subsektor peternakan, kontribusi terbesar dari

peningkatan harga yang diterima peternak terjadi pada kelompok komoditas ternak
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kecil (114,78), hasil ternak (113,92), ternak besar (112,65) dan unggas (103,65)

(Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung periode Juli-Desember Tahun 2021).

Selain itu salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDRB antara lain adalah
peningkatan dalam anggaran sektor pertanian untuk masyarakat peternak,
penambahan jumlah tenaga kerja dan memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang
kosong sangat potensial guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat serta mampu mendorong peningkatan pertumbuhan PDRB sektor

Peternakan secara keseluruhan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan
jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun,
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan
jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun
tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk
melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Nilai PDRB untuk sub sektor Peternakan pada tahun 2017 atas dasar harga
konstan sebesar Rp. 9.167 milyar meningkat sebesar 8,73% dari tahun sebelumnya,
dengan share terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung sebesar 4,15%.
Pada tahun 2018 nilai PDRB sub sektor peternakan atas dasar harga konstan
sebesar Rp9.686 milyar meningkat 5,66% dari tahun 2017, dengan share terhadap
pembentukan PDRB Provinsi Lampung sebesar 4,17%. Pada tahun 2019 mencapai
angka Rp 10.414 milyar meningkat 7,52% dari tahun sebelumnya dengan share
terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung sebesar 4,26%. PDRB sub sektor
peternakan pada tahun 2020 mencapai angka Rp 10.357 milyar menurun 0,59 dari

tahun sebelumnya dengan share terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung
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sebesar 4,3%. PDRB sub sektor peternakan pada tahun 2021 kembali naik menjadi
Rp 10.975 milyar, naik 0,13 % dari tahun sebelumnya dengan share terhadap
pembentukan PDRB Provinsi Lampung sebesar 4,4%.

Gambar 3.1 PDRB Sub Sektor Peternakan Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 (Milyar
Rupiah)
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Sumber: BPS tahun 2022

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
sebanyak 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Tahun 2022 adalah tahun
ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung. Hasil pengukuran indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung Tahun 2022

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi * | Capaian
(%)
Meningkatnya 1. Populasi ternak (Ekor)
populasi dan - sapi 909.577 916.458 100,8
Produksi ternak | - kambing 1.606.521 1.623.358 101,1
- ayam ras pedaging 86.291.694 | 91.688.088 106,3
- ayam petelur 13.367.142 | 14.257.053 106,7
2. Jumlah Produksi Daging (Ton) 113.006 134.319 118,9
3. Jumlah Produksi Telur (Ton) 199.108 209.723 105,3

Sumber : Verval data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 2022
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Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa capaian

indikator kinerja masuk kategori sangat tinggi (ST). Faktor pendukung, penghambat

dan solusi pencapaian sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Lampung antara lain :

Tabel 3.12 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi
pencapaian IKU 1, 2 dan 3

Faktor Pendukung Pe:;hketl(r)T:bat Solusi Program Kegiatan Pendukung
a. Subsektor a. Terjadi a) Pembinaan dan a. Program a)Mengembangkan usaha
peternakan wabah fasilitas untuk bibit pengendalian peternakan berbasis
menjadi struktur Penyakit dan pakan ternak kesehatan  hewan | kawasan korporasi,
penyusun Mulut  dan dalam rangka dan kesehatan | sehingga dapat fokus
angka NTP dan Kuku mendorong masyarakat pengembangan sesuai
PDRB Provinsi (PMK). peningkatan populasi veteriner dengan potensi sumber
Lampung b. Penyakit dan produktivitas . Program daya lokal.
Menular komoditas utama penyuluhan b) Memfasilitasi
b. Provinsi Hewan peternakan di pertanian aksesbilitas permodalan
Lampung Strategis Lampung. Pengembangan untuk mengembangkan
memiliki lainnya yang |b) Keberhasilan kapasitas usaha ternak, baik
Potensi bisa terjadi Program kelembagaan melalui koperasi, bank
peternakan kapan saja Pengendalian dan ekonomi petani | pemerintah, atau
sangat besar di menyerang Keesehatan Hewan berbasis kawasan lembaga pembiayaan
Sumatera dan ternak dan Masyarakat lainnya.
Nasional c. Kurangnya Veteriner dalam ¢) Memberikan penyuluhan
SDM menekan angka good breeding practice
kejadian penyakit dan good farming
hewan strategis dan practice secara berkala
angka kematian kepada para peternak.
ternak. d)Memberantas wabah
c) Fasilitasi aksesibilitas penyakit ternak,
permodalan dan khususnya PMK, melalui
asuransi ternak dan program pemberian
pembinaan vaksin, ataupun dengan
kelembagaan cara memusnahkan
peternak. hewan yang telah
d) Populasi sapi potong terjangkit wabah

tidak mencapai target
karena pada tahun
2022 terjadi wabah
PMK yang secara
umum menyerang
ternak sapi sehingga
banyak ternak sapi
yang menurun
produktifitasnya
bahkan
menyebabkan
kematian.

penyakit. Disamping itu
perlu meningkatkan
pengawasan lalu lintas
ternak/produk ternak.

e) Meningkatkan kualitas
dan kuantitas ternak
dengan cara inseminasi
buatan.

f) Kerjasama dengan
lembaga penelitian
peternakan untuk
mengembangkan
teknologi peternakan di
masyarakat.
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3.3.Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas
keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran
pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan
perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan
pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada
dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab

pencapaian tujuan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp.37.382.057.473 dengan realisasi
Rp.36.005.340.083 (96,32 %). Sedangkan program dan kegiatan APBN sebesar
Rp.42.387.329.000 dengan realisasi Rp.41.168.299.036 (97,12 %). Realisasi
anggaran yang bersumber dari APBD dan TP-APBN Tahun Anggaran 2022 pada

tabel sebagai berikut (rincian terlampir).

Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung Tahun 2022

No | SUMBER DANA | PAGU ANGGARAN REALISASI %
(Rp) ANGGARAN (Rp)
1. | APBD 37.382.057.473 36.005.340.083 | 96,32
2. | APBN 42.387.329.000 41.168.299.036 | 97,12
-Ditjen PKH 41.380.309.000 40.162.794.436 | 97,06
-Ditjen PSP 1.007.020.000 1.005.504.600 | 99,85
JUMLAH 79.769.386.473 77.173.639.119 | 96,75

3.4. Efektifitas dan Efisiensi Program / Kegiatan

Perincian penggunaan anggaran pada sasaran dan indikator kinerja utama
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berdasarkan dokumen
realisasi anggaran dari aplikasi SIPPKD Per 31 Desember 2022 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3.14 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022

No IKU Perangkat | Satuan Kinerja 2022 % Anggaran % | Persent
Daerah Target Realisasi Pagu Realisasi ase
(Rp) (Rp) (Rp000) | (Rp000) Kinerja

Sasaran: Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak

1| Jumlah Populasi Ekor 102.174.914 | 120.736.246 | 118

Ternak
i T 108.286 118.335 109
2 Jumllah Produksi on 37 382 36.005 % o7
Daging
3 | Jumlah Produksi Ton 195.204 197.993 101
Telur

Tabel 3.14 memperlihatkan dengan efisiensi APBD sebesar 96 % dapat
melaksanakan hampir seluruh program dan kegiatan (97%) dalam rangka mencapai
target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Lampung.

3.5. Inovasi, Prestasi dan Penghargaan

Upaya konkrit yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung berupa dukungan penyediaan benih/bibit unggul, serta potensi
pakan dan teknologi pakan; pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner; pengembangan kelembagaan untuk mempercepat arus informasi,
pemasaran, promosi, permodalan; serta Penyediaan sarana dan prasarana untuk
mendukung / memudahkan pengolahan dan pemasaran produk.

Inovasi yang dilakukan antara lain :

e Si-Kucing (Sistem Kunjungan Keliling), merupakan pelayanan Kesehatan hewan
dengan mengunjungi masyarakat berupa vaksinasi, pengobatan, dan pemberian
vitamin. Tujuan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
Penyakit Hewan Menular Strategis.

e Pengembangan Rumpun Kambing Saburai, adalah jenis kambing hasil
persilangan antara Peranakan Ettawa (PE) dengan Kambing Boer. Rumpun
kambing ini merupakan kekayaan genetik Provinsi Lampung.

e Pelestarian Rumpun Sapi Krui (jawi peghia), merupakan sapi lokal yang
berkembang di kawasan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sampai
saat ini sapi Krui masih mendominasi populasi sapi di Kabupaten Pesisir Barat.

e Rabakong (Mesin Perajang Batang Singkong), merupakan inovasi teknologi

pengolahan pakan ternak yang memanfaatkan limbah batang singkong.
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Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memperoleh

berbagai prestasi dan penghargaan pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.15 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022

No NAMA PEMBERI/ URAIAN/ALASAN PEMBERI BUKTI DUKUNG
PENGHARGAAN TANGGAL PENGHARGAAN
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
1 | UPTD Balai Lembaga Pada tanggal 22 Juni 2022,
Inseminasi Sertifikasi Produk | LSPro telah menerbitkan

Buatan Provinsi
Lampung telah
tersertifikasi SNI

Benih dan Bibit
Ternak,
Direktorat
Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan
Hewan /22 Juni
2022

Surat Kesesuaian SNI Nomor
45023/LSPro-1-SNI-
SB/VI1/2022 yang dikeluarkan
oleh Manager Puncak
Lembaga Sertifikasi Produk
Benih dan Bibit Ternak,
Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan
Hewan yang menyatakan
bahwa 9 (sembilan) ekor bull
di UPTD Balai Inseminasi
Buatan Provinsi Lampung
telah memenuhi syarat SNI
atau telah tersertifikasi SNI.

'i" NI

9 (Sembilan) Ekor Bull di UPTD
Balai Inseminasi Buatan Provinsi
Lampung Telah Memenuhi Syarat
SNI (Standar Nasional Indonesia)

i 5 . L
vy g ® £

selalu memenuhi target yang
diberikan oleh Pusat bahkan
Provinsi Lampung selalu
menempati posisi 5 besar
Nasional capaian tertinggi

2 | Penghargaan Balai Embrio Pertemuan Evaluasi | >

Kinerja TE (TE Ternak (BET) Pelaksanaan Transfer Embrio |  ®#&iss

Award) diraih Cipelang / 24 (TE) 2022 dan

Provinsi November 2022 | Penganugrahan IB dan TE

Lampung Award pada tanggal 24-25
November 2022 yang
diselenggarakan oleh Balai
Embrio Ternak (BET) 3 \
Clpelgng. Provinsi '-amP“”,g Dinas Peternakan dan Kesehatan
meraih Penghargaan Kinerja Hewan Provinsi Lampung
TE (TE Award) serta Bapak Mendapatkan Penghargaan Pada
Alrisman dari Lampung TE (Transfer Embrio) Award
Selatan mendapatkan " —
penghargaan inseminator LA e el
berprestasi.

3 | Penghargaan Direktorat Penghargaan Sikomandan

program nasional | Jenderal (Sapi Kerbau Komoditas

Sikomandan Peternakan dan | Andalan Negeri) kepada

(Sapi Kerbau Kesehatan Disnakkeswan Provinsi

Komoditas Hewan, Lampung, Dinas Kab/Kota

Andalan Negeri) | Kementan /23 dan para petugas se Provinsi

November 2022 | Lampung. Provinsi Lampung

Masa Wabah PMK,
SIKOMANDAN Lampung
Tetap Tangguh dan Produktif

o+ - I,

banggo
vy @ (© (© dsmakkeswaniampung | {55} 081790.5000 (26 3am) o
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4 | Penghargaan Kementerian Satker terbaik | Realisasi
Nasional Satker | Pertanian /22 anggaran pagu di atas 10 M

terbaik | Realisasi | Maret 2022 atas kinerja keuangan APBN
anggaran pagu di TA 2021
atas 10 M
Disnakkeswan Provinsi Lampung
Mendapatkan Penghargaan Sebagai
Satker OPD Terbaik |1 "Realisasi
Anggaran Pagu diatas 10 M" dari
Dirjen PKH Kementerian Pertanian\
on ==
vl 1g 1® =
5 | Penghargaan Baznas Provinsi | Terbaik Ill pengumpul zakat
Baznas Lampung / 18 se provinsi Lampung
Agustus 2022

Disnakkeswan Provinsi Lampung
Mendapatkan Penghargaan Sebagai
Terbaik 111 Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) BAZNAS Provinsi Lampung

o __~ =

oy ~ - f ]
® (D [© dsmakbeswaniampung | (G 061-790-5000 24 39m) i

3.6. Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 700/22/1V.01/10/2022
Tanggal 06 Juli 2022 atas evaluasi tahun 2021 mendapatkan nilai 70,60 (tahun 2021
adalah 58,39/CC) dengan predikat BB dan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu terdapat
gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama
maupun unit kerja pendukung. Akutabilitas yang baik ditandai dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki
sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta

pengukuran kinerja telah dilakukn sampai ke level eselon 3 / koordinator.

Dalam laporan tersebut terdapat tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2021 dan
rekomendasi atas evaluasi tahun 2021. Hasil evaluasi AKIP Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun 2021 terdapat beberapa rekomendasi
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atas evaluasi AKIP tahun 2020, untuk itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Lampung telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga tim penilai

AKIP menyimpulkan bahwa sudah ditindaklanjuti.

Pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2022 terdapat rekomendasi atas catatan

kekurangan untuk perbaikan yang harus ditindaklanjuti. Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melakukan tindaklajut sebagai berikut.

Menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja sesuai kebijakan nasional.
Memberikan pemahaman atas hasil pengukuran kinerja kepada setiap pegawai.
Memerintahkan setiap pegawai sepenuhnya melaksanakan / mematuhi
keputusan yang telah diterbitkan / dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil
keputusan.

Membuat laporan kinerja telah memuat seluruh informasi tentang pencapaian
Kinerja.

Memerintahkan setiap pegawai peduli dan menyampaikan informasi dalam

laporan kinerja.

Oleh karena itu setiap laporan evaluasi (tahun 2021 dan 2022) diterima, maka

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menindaklanjutinya

dengan memperbaiki setiap hal / dokumen sesuai rekomendasi tersebut sehingga

memperoleh nilai BB / sangat baik.
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BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung secara umum
telah mencapai target dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tahun
2022. Pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Jumlah populasi ternak sapi potong, kambing, ayam ras pedaging dan ayam ras
petelur berturut turut adalah 916.458 ekor (100,8%), 1.623.358 ekor (101,1%),
91.688.088 ekor (106,3%) dan 14.257.053 ekor (106,7 %) termasuk dalam
kategori kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST).

2). Jumlah produksi daging dengan capaian kinerja sebesar 134.319 Ton (118,9%),
termasuk dalam kategori kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST).

3). Jumlah produksi telur dengan capaian kinerja sebesar 209.723 Ton (105,3 %)
dapat disimpulkan masuk kategori kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST).

4). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah mewujudkan
capaian kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran melalui APBD
sebesar Rp.37.382.057.473 dengan realisasi anggaran mencapai Rp
36.005.340.083 (96,32%). Sedangkan dana APBN sebesar Rp 42.387.329.000
dengan realisasi mencapai Rp.41.168.299.036 (97,12 %).

4.2. Rekomendasi

Realisasi anggaran (APBD dan APBN) yang telah digunakan oleh Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung adalah 96,75%, hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam
meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur

Lampung.

28



LAMPIRAN



Dokumentasi Kegiatan Mendukung AKU Tahun 2022

KPB (Kartu Petani Berjaya) Award
2022 serta Launching Layanan Halo
Medik Vet dan Layanan Gudang

Ternak pada Aplikasi E-KPB

Implementasi dan award KPB

Rapat Koordinasi Kartu Petani
Berjaya Berbasis Elektronik
(e-KPB) Sektor Peternakan

Rakor dan implementasi KPB
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Laporan capaian keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Target Kinerja Realisasi Tingkat
Rekening Kinerja Capaian (%)
Program /
Kegiatan K Rp. K Rp. K Rp.

3.271 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1965 18.853.153.100 1910 | 18.314.825.953 | 97,2 | 971
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

3.271.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 7 143.894.000 7 142.085.900 100,0 | 98,7
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.27.1.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen 6 110.488.600 6 108.686.500 100,0 | 984
Perangkat Daerah

3.27.1.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 33.405.400 1 33.399.400 100,0 | 100,0

3.27.1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 1656 | 15.208.911.900 | 1.656 | 14.936.109.243 | 100,0 | 98,2
Daerah

3.27.1.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Orang /Bulan | 1644 15.183.911.900 1.644 | 14.920.850.893 | 100,0 | 98,3

3.27.1.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan 12 25.000.000 12 15.258.350 100,0 | 61,0
Akuntansi SKPD

3.27.1.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 12 30.000.000 12 29.341.050 100,0 | 97,8
pada Perangkat Daerah

3.27.1.1.03.1 Penyusunan Perencanaan Laporan 12 30.000.000 12 29.341.050 100,0 | 97,8
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

3.27.1.1.05 Administrasi Kepegawaian 150 26.020.000 95 11.250.000 63,3 | 43,2
Perangkat Daerah

3.27.1.1.05.9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Orang 150 26.020.000 95 11.250.000 63,3 | 432
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.27.1.1.06 Administrasi Umum Perangkat 7 1.560.730.000 7 1.558.741.913 | 100,0 | 99,9
Daerah

3.27.1.1.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Paket 1 25.000.000 1 24.999.900 100,0 | 100,0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.27.1.1.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Paket 1 101.960.000 1 100.748.400 100,0 | 98,8
Perlengkapan Kantor

3.27.1.1.06.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 100,0 | 100,0
Tangga

3.27.1.1.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Paket 1 24.000.000 1 23.951.600 100,0 | 99,8
Penggandaan

3.27.1.1.06.7 | Penyediaan Bahan/Material Paket 1 30.000.000 1 29.993.400 100,0 | 100,0

3.27.1.1.06.8 | Fasilitasi kunjungan Tamu Laporan 1 20.000.000 1 20.000.000 100,0 | 100,0

3.27.1.1.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Laporan 1 1.349.770.000 1 1.349.048.613 | 100,0 | 99,9
dan Konsultasi SKPD

3.27.1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang 2 1.036.629.400 2 800.808.297 100,0 | 77,3
Urusan Pemerintahan Daerah

3.27.1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Paket 1 300.000.000 1 207.626.297 100,0 | 69,2
Sumber Daya Air dan Listrik

3.27.1.1.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Laporan 1 736.629.400 1 593.182.000 100,0 | 80,5
Kantor




3.27.1.1.09

Pemeliharaan Barang Milik daerah
penunjang urusan pemerintahan
daerah

131

846.967.800

131

836.489.550

100,0

98,8

3.27.1.1.09.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Unit

36

294.973.700

36

293.727.550

100,0

99,6

3.27.1.1.09.6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Unit

31

30.000.000

31

26.031.000

100,0

86,8

3.27.1.1.09.9

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Unit

331.994.100

327.565.000

100,0

98,7

3.27.1.1.09.11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Unit

63

190.000.000

63

189.166.000

100,0

99,6

3.272

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

11.571.647.153

11.103.578.400

100,0

96,0

3.27.2.1.04

Peningkatan Ketersediaan dan
Mutu Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak, Bahan
Pakan, serta Pakan Kewenangan
Provinsi

3.206.200.080

3.153.045.990

100,0

98,3

3.27.2.1.04.1

Pemberian Bimbingan Peningkatan
Produksi Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak, Bahan
Pakan, serta Pakan Kewenangan
Provinsi

Dokumen

1.029.376.100

1.007.842.915

100,0

97,9

3.27.2.1.04.2

Pengembangan dan Pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi

Laporan

2.176.823.980

2.145.203.075

100,0

98,5

3.27.2.1.05

Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak serta Pakan
Kewenangan Provinsi

8.289.137.073

7.878.331.410

100,0

95,0

3.27.2.1.05.1

Pengendalian Penyediaan dan
Produksi Benih/Bibit Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak

Laporan

8.264.601.073

7.854.305.710

100,0

95,0

3.27.2.1.06.3

Pengawasan Peredaran dan
Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

Laporan

24.536.000

24.025.700

100,0

97,9

3.27.2.1.06

Pengawasan Peredaran Obat
Hewan di Tingkat Distributor

76.310.000

72.201.000

100,0

94,6

3.27.2.1.06.1

Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan
Keamanan Peredaran Obat Hewan

Laporan

76.310.000

72.201.000

100,0

94,6

3.27.3

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

4.007.895.500

3.875.403.943

100,0

96,7

3.27.3.1.01

Penataan Prasarana Pertanian

4.007.895.500

3.875.403.943

100,0

96,7

3.27.3.1.01.1

Perencanaan Pengembangan
Prasarana, Kawasan dan Komoditas
Pertanian

Dokumen

95.546.000

93.958.600

100,0

98,3

3.27.3.1.01.10

Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD
Pertanian serta Sarana
Pendukungnya

Unit

3.912.349.500

3.781.445.343

100,0

96,7




3.274

PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

20

1.865.268.520

20

1.675.283.437

100,0

89,8

3.27.4.1.01

Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan
Daerah Wabah Penyakit Hewan
Menular Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

895.024.920

789.116.287

100,0

88,2

3.274.1.01.1

Pengendalian  Risiko dan
Penanggulangan Penyakit Hewan
dan Zoonosis

Laporan

895.024.920

789.116.287

100,0

88,2

3.27.4.1.02

Pengawasan Pemasukan dan
Pengeluaran Hewan dan Produk
Hewan Lintas Daerah Provinsi

59.630.000

43.624.000

100,0

73,2

3.274.1.02.2

Pengawasan atas Penerapan
Persyaratan Teknis untuk
Pemasukan dan/atau Pengeluaran
Hewan dan Produk Hewan

Laporan

59.630.000

43.624.000

100,0

73,2

3.27.4.1.03

Penerapan Persyaratan Teknis
Sertifikasi Zona/Kompartemen
Bebas Penyakit dan Unit Usaha
Produk Hewan

12

805.545.300

12

751.095.950

100,0

93,2

3.274.1.03.1

Pemenuhan  Persyaratan  Teknis
Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas
Penyakit

Unit

267.694.000

265.461.450

100,0

99,2

3.274.1.03.2

Pembinaan Penerapan Persyaratan
Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk
Hewan

Laporan

187.851.300

138.067.300

100,0

73,5

3.274.1.03.3

Pengujian Laboratorium Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Dokumen

350.000.000

347.567.200

100,0

99,3

3.27.4.1.04

Sertifikasi Persyaratan Teknis
Kesehatan Masyarakat Veteriner

49.008.000

43.408.000

100,0

88,6

3.274.1.04.1

Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi
Keamanan Produk Hewan

Sertifikat

49.008.000

43.408.000

100,0

88,6

3.27.4.1.05

Kesejahteraan Hewan

56.060.300

48.039.200

100,0

3.274.1.05.1

Pengelolaan Penerbitan Sertifikat
Kesejahteraan Hewan dan Nomor
Kontrol Veteriner (NKV)

Sertifikat

56.060.300

48.039.200

100,0

3.276

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

28.942.100

28.492.100

100,0

98,4

3.27.6.1.01

Penerbitan Izin Usaha Pertanian
yang Kegiatan Usahanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

28.942.100

28.492.100

100,0

98,4

3.276.1.01.3

Pembinaan dan Pengawasan
Penerapan Izin Usaha Pertanian

Laporan

28.942.100

28.492.100

100,0

98,4

3.27.7

PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

54

1.055.151.100

53

1.007.756.250

98,1

95,5

3.27.7.1.02

Pengembangan Penerapan
Penyuluhan Pertanian

51

849.622.700

51

812.809.350

100,0

95,7




3.27.7.1.02.1 Diseminasi Informasi Teknis, Dokumen 1 435.305.600 1 408.146.600 100,0 | 93,8
Sosial, Ekonomi dan Inovasi
Pertanian

3.27.7.1.02.2 Pelaksanaan Penyuluhan dan kelompok 50 414.317.100 50 404.662.750 100,0 | 97,7
Pemberdayaan Petani

3.27.7.1.03 Pengembangan Kapasitas 3 205.528.400 2 194.946.900 66,7 94,9
Kelembagaan Ekonomi Petani
Berbasis Kawasan

3.27.7.1.03.1 Pembentukan dan Penguatan Unit 2 190.068.600 2 179.487.100 100,0 | 94,4
Kelembagaan Koorporasi Petani

3.27.7.1.03.2 Pendampingan Manajemen Laporan 1 15.459.800 15.459.800 100,0 | 100,0
Koorporasi Petani
TOTAL 2051 37.382.057.473 1.995 | 36.005.340.083 | 97,3 | 96,3




